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Abstract. The background to this research was to determine the effect of implementing the principles of good 

government governance on the performance of employees in the financial sector. The study was conducted at the 

Regional Government of Bandar Lampung City. The research approach used in this research is a quantitative 

approach. The data source for this research is respondent data obtained directly based on a questionnaire. The 

results of data analysis show that the application of good government governance principles has an effect on the 

performance of financial sector employees. 
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Abstrak. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip 

good government governance terhadap kinerja pegawai bidang keuangan.Studi dilakukan pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Sumber data penelitian ini berupa data resonden yang didapat melalui secara langsung berdsarkan 

kuisioner. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good government governance 

berpengaruh pada kinerja pegawai bidang keuangan. 

 

Kata Kunci: Good Government Governance, Kinerja Pegawai, Keuangan. 

 

 

LATAR BELAKANG 

Dengan adanya otonomi, terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi 

menjadi desentralisasi. Di era otonomi daerah, diberikan wewenang dan tanggung jawab 

kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan guna menjamin 

kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sistem otonomi daerah 

mengandung beberapa misi, yaitu: pertama, menciptakan pengelolaan sumber daya daerah 

yang efisien dan efektif; kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat; ketiga, memberdayakan masyarakat dan menciptakan ruang bagi mereka untuk 

berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih merancang berbagai aplikasi digital untuk 

mendorong transparansi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan 
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pemerintah akan tetapi setelah adanya berita viral atas penggunaan dana yang tidak sesuai oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu pembelian 126 kendaraan dinas untuk lurah, 

sedangkan masih banyak honor yang tidak dibayarkan untuk pegawai honorer di lungkup Kota 

Bandar Lampung maka anggapan publik masih mencemari Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Dasar dari perwujudan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Undang-

Undang Administrasi Publik (AP) yang tertuang pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain UU AP, 

dasar penciptaan good government governance bercermin pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang 

standar akuntansi pemerintahan (SAP). Good government governance mengandung beberapa 

prinsip. Dalam penerapannya good government governance dikenal dengan adanya lima 

prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responbilitas, 

independensi, dan keadilan (Pratolo, 2010). Apabila prinsip itu diterapkan dalam suatu 

pemerintahan daerah, maka good government governance akan tercapai dan kinerja sebuah 

pemda akan menjadi lebih baik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah asumsi tentang sifat manusia (Eisenhardt, 1989). Penerapan 

Good Government Governance (GGG) pada suatu organisasi akan mampu meminimalkan sifat 

oportunis dari para manajemen sehingga berdampak pada perbaikan kinerja organisasi. Salah 

satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi prilaku 

oportunistik manajemen adalah dengan menerapkan prinsip Good Government Governance 

(GGG). Penerapan Good Government Governance (GGG) diharapkan akan memberi arahan 

yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi organisasi, upaya ini dimaksud agar kiprah 

maupun produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual dan terpercaya untuk mewujudkan 

kinerja yang lebih optimal dan lebih baik (Trisnaningsih, 2007). Penerapan Good Government 

Governance (GGG) sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan 

peningkatakan kinerja serta sangat efektif menghindari penyimpangan dan mencegah korupsi 

dan suap. Teori agen juga dapat diterapkan dalam analisis good governance (tata kelola yang 

baik) pemerintah daerah. Good governance adalah konsep yang berkaitan dengan cara-cara 

pemerintah mengelola urusan publik secara efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan 

partisipatif. Tujuan utama dari good governance adalah untuk meningkatkan kinerja 
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pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan layanan yang berkualitas 

kepada masyarakat (Daniri, 2007). 

Dalam kerangka good governance, teori agen dapat membantu mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah-masalah potensial yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Contohnya, pejabat pemerintah daerah dapat menghadapi insentif untuk 

menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau mereka 

mungkin tidak memberikan informasi yang akurat tentang pengelolaan keuangan mereka 

kepada prinsipalnya (Hasniati, 2016). 

Hal ini dapat melibatkan penerapan sistem pengawasan yang kuat, pelaporan keuangan 

yang transparan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, teori agen 

dapat memberikan landasan konseptual untuk memahami hubungan antara good governance 

dan kinerja keuangan pemerintah daerah serta membantu dalam merancang sistem pengelolaan 

yang lebih efektif dan akuntabel (Ibrahim, 2007). 

Kinerja Pegawai Bidang Keuangan 

Menurut Bastian (2009) menjelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran tentang 

tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi yang tercantum dalam perumusan skema strategis (strategic 

planning) organisasi. 

Menurut Yuliansyah et al (2016) serta  Khan et al (2015), kinerja dapat diartikan 

sebagai perilaku anggota organisasi yang berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Usaha merupakan perilaku yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan 

kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.  

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, kinerja dijelaskan sebagai hasil atau keluaran dari kegiatan atau program yang dicapai 

atau akan dicapai dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang dapat 

diukur. Secara keseluruhan, kinerja merupakan hasil pencapaian dari kegiatan yang telah 

dianggarkan dan dilaksanakan. 

Dalam konteks penelitian ini, kinerja terkait dengan pencapaian serangkaian tugas oleh 

individu. Semakin tinggi tingkat kinerja, semakin meningkat pula efisiensi, efektivitas, 

produktivitas, dan kualitas yang dicapai. Kinerja yang lebih baik dapat dicapai jika individu 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan (Wijayanti et al, 2007). 
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Pengukuran kinerja memainkan peran penting dalam mengevaluasi akuntabilitas 

organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik (Yuliansyah et al. 2017). 

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam mengevaluasi pencapaian 

strategi melalui penggunaan indikator keuangan dan non-keuangan.  

Menurut Robbins S. P. (2006) kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerja yang 

diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Kinerja karyawan adalah perilaku nyata yang 

ditampilkan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan. 

Menurut Sudarmanto (2009), mengemukakan 4 dimensi yang dijadikan sebagai tolak 

ukur dalam menilai kinerja, yaitu : 

1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan,kecermatan. 

2. Kuantitas,yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 

3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidak hadiran, keterlambatan waktu 

kerja efektif/jam kerja hilang. 

4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja. 

Menurut Siagian (2018) menjelaskan bahwa kinerja karyawan terdiri dari 5 indikator 

yaitu sebagai berikut:  

1. Kualitas   

Goetsch, et al (2005) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.  

2. Kuantitas  

Wungu, et al (2003) menjelaskan bahwa kuantitas adalah segala macam bentuk satuan 

ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan ukuran 

angka atau padanan angka lainnya.  

3. Ketepatan waktu  

Menurut Cothier, et al (1986) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai kemampuan 

sistem untuk merespons dalam waktu yang ditentukan. Dalam kinerja karyawan, 

ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4. Efektivitas  
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Erawati, et al (2017) Efektivitas merupakan suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian 

antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai.  

 

 

5. Kemandirian 

Tingo, et al (2022) menyatakan bahwa kemandirian dalam kinerja karyawan mengacu 

pada kemampuan karyawan untuk bekerja secara mandiri dengan mengambil inisiatif 

dan membuat keputusan yang tepat dalam pekerjaannya. 

Transparansi 

Transparansі ԁіartіkan  bahwa  paԁa sebuah organіsasі terԁapat  keterseԁіaan іnformasі 

yang muԁah ԁan   bebas serta ԁapat ԁіakses oleh orang-orang   yang   akan   terkena ԁampak   

kebіjakan ԁarі organіsasі  tersebut  (Ramaԁona,  2020).  Transparansі ԁіartіkan sebagaі 

keterbukaan ԁalam pelaksanaan sebuah proses atau kegіatan ԁan merupakan salah satu syarat  

pentіng ԁemі mencіptakan gooԁ governance (Tahіr, 2011). 

Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa transparansi berarti organisasi secara terbuka 

memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan. Transparansi juga mencakup penjelasan dari manajemen organisasi 

sektor publik tentang aktivitas, program, kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, 

serta sumber daya yang digunakan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik 

merupakan salah satu prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 

publik. 

Ritonga, et al (2016) juga menyatakan bahwa transparansi tidak hanya sebatas 

ketersediaan informasi, tetapi juga melibatkan publikasi informasi tersebut secara tepat waktu. 

Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu akan lebih bermanfaat dan berdampak 

dalam pengambilan keputusan publik terkait penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 

konteks pengelolaan keuangan daerah. 

Mustopadidjaja (2003) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya 

akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi adalah 

memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

peraturan perundang-undangan.  
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Indikator transparansi menurut Biswas et al. (2019) adalah  

- Akses masyarakat terhadap dokumen dan informasi pemerintah. 

- Tinjauan masyarakat terhadap laporan anggaran dan keuangan. 

- Tinjauan masyarakat terhadap laporan anggaran dan keuangan serta. 

- Ketersediaan seluruh media publikasi seperti pusat informasi, dengar pendapat, aplikasi 

mobile, website, buletin, dan spanduk. 

Adapun beberapa Indikator transparansi menurut Kristianten (2006) yakni: 

- Kesediaan dan aksesibilitas dokumen,  

- Kejelasan dan kelengkapan informasi,  

- Keterbukaan proses, dan  

- Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. 

Akuntabilitas 

Thoyіbatun (2018) menjelaskan bahwa akuntabіlіtas aԁalah bentuk  pertanggung 

jawaban atas ԁelegasі  wewenang  maupun  tugas yang ԁіberіkan  kepaԁa setіap  іnstansі  

pemerіntah ԁan  paԁa setіap satuan  kerja  atau  unіt  kerja  yang  beraԁa ԁіԁalamnya.  

Akuntabіlіtas juga ԁіartіkan sebagaі keharusan untuk memberіkan pertanggung jawaban 

ataupun untuk menjawab serta menjelaskan setіap apa  yang suԁah ԁіkerjakan ԁan  

penyelenggaraan organіsasі  kepaԁa  pіhak  yang  memіlіkі hak ԁan wewenang untuk memіnta 

keterangan terhaԁap organіsasі tersebut (Tanԁіlіlіng, 2019). Akuntabіlіtas merupakan sebuah 

konsep etіka  yang  berkaіtan ԁengan kemampuan untuk menjelaskan setіap keputusan  yang 

ԁіambіl serta untuk menjelaskan aktіvіtas yang ԁіlakukan (Rіsna, 2020).  

Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang 

amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan 

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penting 

bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan mereka. 

Dengan demikian, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

memenuhi prinsip akuntabilitas. 

Menurut Rasul (2002) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu  

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality)  

2. Akuntabilitas manajerial  

3. Akuntabilitas program  

4. Akuntabilitas kebijakan  

5. Akuntabilitas finansial  
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Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu:  

1. Adanya kesesuain antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Adanya output dan outcome. 

Responsibilitas 

Tanggung jawab  (responsіbіlіty)  merupakan suatu tugas yang ԁіberіkan kepaԁa 

seseorang ԁіmana tugas tersebut merupakan suatu kewajіban yang yang harus ԁіlaksanakan 

ԁengan  penuh tanggung jawab ԁіmana tugas tersebut apabіla tіԁak ԁіlaksanakan ԁengan  baіk,  

maka  aԁa  konsekuensі  yang  akan ԁіԁapatkan ԁіkarenakan  aԁanya  kegagalan ԁalam 

menjalankan tugasatau amanah yang ԁіberіkan kepaԁanya. (Ranі, 2018). 

Menurut Azheri (2012) menyatakan responsibilitas ditunjukan pada indikator penentu 

atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dalam suatu kewajiban yang hrus ditaati. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti 

responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara 

sadar dan siap untuk  menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam 

makna responsibilitas, jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam 

suatu norma hukum.  Menurut Azheri (2012) responsibilitas adalah hal yang dipertanggung 

jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. 

Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau 

sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. 

Kemandirian 

Menurut Daniel Kaufmann, et al (2002). Artikel ini menggambarkan hubungan antara 

kemandirian dan good governance. Penelitian ini menemukan bahwa kemandirian pegawai dan 

keleluasaan dalam mengambil keputusan dapat meningkatkan transparansi, mengurangi 

korupsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sudirman (2015) mendefinisikan bahwa 

kemandirian adalah Perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, 

mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

Diperkuat oleh Nurhayati (2011) kemandirian diartikan “Aktivitas perilaku terarah pada diri 

sendiri, tidak mengharapkan pengarahan orang lain, dan mencoba menyelesaikan masalah 

sendiri, tanpa minta bantuan orang lain, dan mampu mengatur diri sendiri”. 

Indikator kemandirian menurut Anwar (2015) yaitu: 

1. Mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah.  

2. Mempunyai rasa percaya diri. 
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3. Memiliki kinerja positif dengan gerak produktif tidak akan berdiam diri untuk tidak 

menanggapi lingkungan kerja yang membutuhkan gerak nyata.  

4. Mempunyai inisiatif berperan dalam menumbuhkan kinerja seseorang ditempat kerja. 

 

Fairness 

Semakin baik pengaplikasian prinsip keadilan dalam suatu instansi, maka dapat 

meningkatkan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan melalui pengawasan yang 

akuntabel dan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi (Aprijana, 2014).  

Menurut Mulyawan (2009) Indikator Fairness yaitu: 

1. Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan kepada pegawainya 

berkaitan dengan hak dan kewajibannya. 

2. Keadilan mempertanyaan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh 

organisasi pelayanan publik. 

Menurut Silvernail et al. (2021) Indikator Fairness yaitu : 

1. Mampu memberikan perlakuan yang adil. 

2. Mampu memberikan perlakuan yang proporsional. 

Hipotesis Penelitian 

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah 

terjadinya penyelewengan sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah 

seperti korupsi dan pelanggaran lainnya. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan 

mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program 

pemerintah serta dalam pengambilan keputusan publik (Lestiawan & Jatmiko, 2016).  

Pada aspek transparansi, apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik 

disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik 

yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja 

pemerintahan yang baik (Auditya, 2013).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moerrin & Priono (2022), Khadijah et al. 

(2022), Arifin et al. (2020), Prawira et al. (2020), Panglipur, T. S. (2017), Auditya (2013), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai bidang keuangan. 

H1:  Transparansi berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 
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Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Pada aspek akuntabilitas, apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat 

diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu 

kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan 

menilai baik terhadap kinerja pemerintahan (Auditya, 2013). 

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu 

melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan 

dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan (Boy et al, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moerrin & Priono (2022), Qodariah 

(2017), Panglipur, T. S. (2017), Arifin et al. (2020), Prawira et al. (2020), Khadijah et al. 

(2022), Auditya (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. 

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Menurut Widodo (2001) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab adalah kesadaran 

manusia atas tingkah laku atau perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Tanggung jawab juga merupakan bentuk kesadaran akan kewajiban untuk melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pemahaman tanggung jawab sangat penting bagi birokrasi 

publik untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Pemahaman tentang 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya tentunya akan membantu birokrasi publik 

menentukan apa saja pokok-pokok tugasnya dan apa konsekuensi yang akan diterima jika tugas 

yang diberikan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah, et al (2022), Prawira et al. 

(2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel responsibilitas berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. 

H3: Responsibilitas berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Pengaruh Kemandirian Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Prinsip independensi ini secara berkelanjutan mampu untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut akan meningkat 

(Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015). Sebaliknya jika karyawan 

di perusahaan tidak bekerja dengan professional dan mematuhi etika, maka kinerja 

karyawannya akan menurun (Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015).  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2017), Prawira et al. (2020), 

dan penelitian Burhan (2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemandirian 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. 

H4: Kemandirian berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

 

Pengaruh Fairness Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan  

Menurut Partolo (2008) Penerapan prinsip keadilan mempunyai peranan penting untuk 

memajukan kinerja instansi pemerintah. Penerapan prinsip keadilan pada lingkungan 

pemerintahan dapat terlihat dari perlakuan pemerintah yang bersikap tegas terhadap pegawai 

yang kurang disiplin atau menyalahgunakan wewenang. Saat keadilan dapat tercipta 

dilingkungan tersebut, pegawai tidak akan berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan 

di lingkungan pemerintahan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arifin, et al (2020), Prawira et al. (2020), 

Phradiansah (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fairness berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. 

H5: Fairness berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

bersifat kuantitatif, sehingga diperlukan analisis yang bersifat kuantitatif juga untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. Sumber data penelitian ini berupa data resonden yang didapat 

melalui secara langsung berdsarkan kuisioner.  

Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017), populasi didefinisikan sebagai cakupan generalisasi yang 

dapat berupa item ataupun individu yang memiliki karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh 

peneliti sebagai kesimpulannya dalam banyaknya data yang akan menjadi cakupan pengujian. 

Maka dari itu, populasi yang digunakan dalam penelitan ini adalah seluruh OPD yang ada di 

Kota Bandar Lampung.  

Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2017). Penelitian dengan jumlah populasi yang besar sehingga tidak 
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memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada dalam populasi misalnya keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 2017). 

 

 

Operasionalisasi Variabel 

Structural Equation Model – Partial Least Square (Smart PLS 4.0) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Model (SEM) yang Variance Based dan lebih dikenal dengan nama Partial Least Squares 

(PLS), atau SEM-PLS. Structural Equation Model (SEM) digunakan untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini karna lebih efektif dibandingkan metode multivariat lainnya dalam 

menggabungkan model (measurement model) dan model struktural (structural model) 

(Ghozali, 2014). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software smartPLS versi 

4.0.9.2. Menurut Ghozali (2014) SEM-PLS selain dapat digunakan untuk mengonfirmasi teori, 

juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak adanya hubungan antara variabel laten. 

Model Pengukuran (Outer Model) 

Model Pengukuran atau Outer Model adalah model yang menganalisis hubungan 

konstruk (variabel laten) dan indikator. Outer model sering disebut juga outer relation atau 

measurement model, menentukan bagaimana kualitas data yang valid dan andal yang dipenuhi 

oleh pertanyaan kuisioner di uji data yang valid dan reliabel harus dipenuhi (Ghozali, 2014). 

Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2017) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur sama. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. 

Reliabilitas dapat diukur dengan melihat cronbach’s alpha dan composite reliability (Hair, et 

al. 2010). 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Penelitian 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di 

provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, 

sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu 

pada Kota yang berslogan ragom gawi yang bermakna gotong royong dan kerja sama.  
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Kota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat 

II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3254).  

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 

tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah 

Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar 

Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar 

Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari 24 Organisasi Perangkat Daerah berupa 

Dinas yaitu: 

Tabel 1. Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 

No Nama OPD Jumlah 

Responden 

1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 4 

2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 

3 Dinas Kesehatan 4 

4 Dinas Komunikasi dan Informasi 4 

5 Dinas Koperasi dan UKM 4 

6 Dinas Lingkungan Hidup 4 

7 Dinas Pangan 4 

8 Dinas Pariwisata 4 

9 Dinas Pekerjaan Umum 4 

10 Dinas Pemadam dan Kebakaran 4 

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 4 

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 

13 Dinas Penanaman Modal (PTSP) 4 

14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 

15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 

16 Dinas Perdagangan 4 

17 Dinas Perhubungan 3 

18 Dinas Perikanan dan Kelautan 2 

19 Dinas Perindustrian 4 

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4 

21 Dinas Pertanian 3 

22 Dinas Perumahan dan Pemukiman 4 

23 Dinas Sosial 4 

24 Dinas Tenaga Kerja 3 

Total 91 

Sumber: bandarlampungkota.go.id 

Analisis Deskriptif  
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Analisis deskriptif merupakan suatu deskripsi atau penggambaran sekumpulan data 

secara visual, baik dalam bentuk gambar atau grafik dan juga dalam bentuk tulisan (Santoso, 

2002).  

Tujuan dari analisis deskriptif menurut adalah membuat pengggambaran atau deskripsi 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Dari kuesioner yang dibagikan 

kepada responden diperoleh hasil antara lain berupa deskripsi responden dan deskripsi variabel. 

Deskripsi Responden 

Pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penyebaran 

kuesioner yang dilakukan melalui google form. Objek penelitian ini adalah pegawai bidang 

keuangan OPD Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini, peneliti mendistribusikan 96 

kuesioner, namun tidak semua kuesioner memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

yaitu Pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung bagian keuangan 

atau yang berwenang dalam mengelola keuangan sehingga kuesioner yang dapat diolah dan 

dianalisa sebanyak 91 kuesioner. Hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel  berikut:  

Tabel 2. Distribusi Kuisioner 

No Keterangan Jumlah  Persentase 

1 Kuesioner yang didistribusikan  96 100% 

2 Kuesioner yang tidak memenuhi 

kriteria 

5 5,20% 

3 Kuesioner yang dapat diolah dan 

dianalisa 

91 94,80% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 91 responden, yaitu pada 

pegawai bidang keuangan OPD Kota Bandar Lampung, maka dapat diketahui gambaran umum 

mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan.  

Deskripsi Variabel  

Statistik deskriptif bertujuan untuk menafsirkan besarnya rata-rata, nilai tertinggi dan 

standar deviasi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan fairness. Dari 

statistik yang didapat dalam penelitian ini yaitu dijelaskan bahwa dari beberapa instrumen yang 

disampaikan kepada 91 responden diperoleh sebagai berikut. 

a. Transparansi 

Tabel 3. Statistik Deskriptif Transparansi 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

X1.1 91 1 5 4.088 1.002 

X1.2 91 1 5 4.154 1.138 

X1.3 91 1 5 4.165 1.160 
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X1.4 91 1 5 4.253 1.163 

X1.5 91 1 5 4.275 1.080 

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2023 

Berdasarkan dari Tabel dapat dilihat bahwa indikator dari variabel transparansi dengan 

nilai mean tertinggi terdapat pada indikator X1.5 dengan nilai 4.275 dengan pernyataan 

“Pengumuman Keuangan Daerah baik Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban 

maupun Pengawasan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung”. 

Sedangkan indikator dengan nilai paling rendah pada variabel transparansi yaitu pada indikator 

X1.1 dengan nilai 4.088 dengan pernyataan “Pemerintah mengungkapkan informasi keuangan 

dan non-keuangan kepada publik secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat 

dibandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan”. 

b. Akuntabilitas 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Akuntabilitas 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

X2.1 91 1 5 3.912 1.086 

X2.2 91 1 5 4.066 1.107 

X2.3 91 1 5 4.121 1.108 

X2.4 91 1 5 4.077 1.122 

X2.5 91 1 5 4.044 1.147 

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2023 

Berdasarkan dari Tabel dapat dilihat bahwa indikator dari variabel akuntabilitas dengan 

nilai mean tertinggi terdapat pada indikator X2.3 dengan nilai 4.121 dengan pernyataan “Proses 

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diawasi secara terus-menerus oleh 

pengawas internal maupun eksternal”. Sedangkan indikator dengan nilai paling rendah pada 

variabel akuntabilitas yaitu pada indikator X2.1 dengan nilai 3.912 dengan pernyataan “OPD 

melaporkan Laporan Keuangan secara berkala yaitu 3 bulan sekali dan laporan setiap 

berakhirnya periode. Laporan tiap OPD diintegrasikan di tingkat daerah, diaudit, di publish dan 

dapat dilihat pada web PPID”. 

c. Responsibilitas 

Tabel 5. Statistik Deskriptif Responsibilitas 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

X3.1 91 1 5 3.890 1.124 

X3.2 91 1 5 3.956 1.078 

X3.3 91 1 5 4.220 1.203 

X3.4 91 1 5 4.242 1.217 

X3.5 91 1 5 4.231 1.168 

Sumber: Hasil olahan SmartPLS 4.0, 2023 
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Berdasarkan dari Tabel dapat dilihat bahwa indikator dari variabel responsibilitas 

dengan nilai mean tertinggi terdapat pada indikator X3.4 dengan nilai 4.242 dengan pernyataan 

“Pegawai bidang keuangan memiliki tanggung jawab yang besar kepada atasan, masyarakat 

dan Negara”. Sedangkan indikator dengan nilai paling rendah pada variabel responsibilitas 

yaitu pada indikator X3.1 dengan nilai 3.890 dengan pernyataan “Pencapaian kegiatan dari 

sebuah program pemerintah diyakini telah dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat”. 

Pembahasan 

Berdasarkan data diatas dihasilkan P values yang menunjukkan hasil dibawah 0,05 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai bidang Keuangan. 

Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai memiliki nilai P 0,015 

dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pegawai. Nilai 0,269 menunjukkan nilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi 

memiliki hubungan positif signifikan. Maka hipotesis pertama diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Moerrin & Priono (2022) yang menunjukkan 

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, serta hasil 

penelitian Arifin et al (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif 

terhadap kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan grand theory dalam penelitian ini yaitu 

teori agency yang menjelaskan bahwa semakin jelas informasi yang diterima oleh masyarakat 

dari pemeirintah maka akan mengurangi asimetri informasi. Pengawasan dari masyarakat dapat 

mencegah terjadinya penyelewengan sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan 

pemerintah seperti korupsi dan pelanggaran lainnya. 

Hasil transparansi dapat berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan 

dalam konteks pemerintahan, yaitu transparansi memungkinkan publik dapat memantau 

tindakan dan keputusan pemerintah secara lebih efektif. Hal ini dikarenakan dalam sektor 

publik, kinerja pegawai keuangan memiliki dampak langsung pada masyarakat. Sehingga, 

transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan dana publik menjadi kunci untuk 

menjaga akuntabilitas. Ketika informasi keuangan dan anggaran publik terbuka, masyarakat 

dalam hal ini dapat melakukan pemantauan penggunaan dana publik sehingga hal tersebut 

dapat mendorong pegawai keuangan untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan 

yang dibuat oleh pegawai keuangan.  

Informasi yang terbuka dan transparan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pegawai 

pemerintahan untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang baik dalam hal ini dapat 
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memberikan kontribusi pengelolaan keuangan yang lebih baik serta pencapaian tujuan-tujuan 

pemerintah dengan lebih efektif. Mereka memiliki akses yang lebih baik ke data dan informasi 

yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Transparansi 

mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa 

bahwa mereka memiliki akses ke informasi dan dapat berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, 

hal ini dapat membantu pegawai pemerintahan untuk memahami kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat dengan lebih baik.  

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai bidang Keuangan. 

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai memiliki nilai P 0,009 

dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pegawai. Nilai 0,268 menunjukkan nilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas 

memiliki hubungan positif signifikan. Maka hipotesis kedua diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Qodariah (2017) menunjukkan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Selain itu, penelitian lain Moerrin & Priono (2022) juga menemukan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan grand 

theory dalam penelitian ini yaitu teori agency menjelaskan bahwa pengelolaan pemerintah 

daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh 

kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta 

memeprtanggungjawabkan segala sesuatu yang tugas yang dipercayakan masyarakat kepada 

pemerintah.  

Teori agensi dalam sektor publik (pemerintahan), akuntabilitas menjadi hal yang 

penting dalam mengatasi masalah asimetri informasi dan konflik kepentingan agen dan 

prinsipal. Dengan akuntabilitas yang baik, kinerja pegawai dapat meningkat, dana publik dapat 

dipastikan digunakan dengan efisien, dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih 

baik. Karena akuntabilitas memiliki kontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadapat 

pemerintah dan juga lembaga pemerintah.  

Berdasarkan hasil penelitian ini prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan yang mana akuntabilitas mengharuskan 

pegawai pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dan tindakan 

yang mereka lakukan. Mereka harus mampu menjelaskan mengapa mereka melakukan 

keputusan tertentu dan bagaimana tindakan tersebut mendukung tujuan organisasi. Pegawai 

yang bertanggung jawab akan cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya 
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publik, termasuk anggaran dan fasilitas. Mereka akan berusaha untuk mengalokasikan sumber 

daya dengan bijak dan efisien. Pegawai keuangan yang menerapkan akuntabilitas yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas akan terus memastikan setiap dana yang dikeluarkan oleh 

pemerintah memiliki dampak yang diinginkan.  

Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai bidang Keuangan. 

Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai memiliki nilai P 0.039 

dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pegawai. Nilai 0,242 menunjukkan nilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa 

Responsibilitas memiliki hubungan positif signifikan. Maka hipotesis ketiga diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putri, et al (2017) yang menunjukkan bahwa 

responsibilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu, penelitian lain 

Khodijah, et al (2022) juga menemukan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap 

kinerja. Hal ini didasarkan oleh grand theory yaitu agenchy theory yang menyatakan bahwa 

penerapan prinsip responsibilitas pada suatu organisasi akan mampu memberikan dampak pada 

perbaikan kinerja organisasi dan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai 

tujuan pembangunan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai bidang keuangan yang mana responsibilitas mendorong pegawai pemerintahan untuk 

bertindak dengan integritas. Mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan 

prinsip-prinsip etika, hukum, dan standar tinggi. Ini menciptakan lingkungan di mana tindakan 

korupsi dan praktik-praktik yang tidak etis dihindari. Karena dengan responsibilitas yang 

tinggi, pegawai keuangan akan melakukan pengawasan dengan baik untuk setiap transaksi 

keuangan, meminimalisir potensi risiko penyimpangan, serta melakukan pelaporan untuk 

tindakan-tindakan yang mencurigakan. Hal ini kemudian dapat memastikan keuangan publik 

benar-benar terlindungi dari tindakan-tindakan kecurangan yang merugikan.  

Kemandirian berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai bidang 

Keuangan. 

Kemandirian berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai memiliki nilai P 0,160 

dimana nilai ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara Kemandirian berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pegawai. Nilai 0,137 menunjukkan nilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian 

memiliki hubungan positif tidak signifikan. Maka hipotesis keempat ditolak. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pinasti, et al (2022) yang mana kemandirian 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah. Serta masih sejalan dengan penelitian Burhan (2023) yang 

menunjukkan bahwa kemandirian kinerja pegawai keuangan berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. Hal ini didasarkan oleh teori agensi yang menyatakan bahwa penerapan 

prinsip Good Governement Governance (GGG) pada suatu organisasi akan mampu 

memberikan dampak pada perbaikan kinerja organisasi dan untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan layanan yang berkualitas 

kepada masyarakat. 

Dalam penelitian ini ditemukan pegawai bidang keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandar Lampung masih memerlukan pegawai bidang lain dalam menjalankan tugasnya 

dikarenakan tugasnya dalam bidang keuangan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan unit 

atau bahkan organisasi lain sudah tentu mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya secara 

independen. Masih kurangnya pelatihan serta jabatan atau dudukan dalam bidang keuangan 

organisasi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang membuat pegawai bidang 

keuangan ini harus selalu kordinasi atau bertukar pengalaman oleh bidang lain. Adanya 

ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau kompetensi pegawai bidang keuangan ini 

didasari dari siapa kepala dalam organisasi tersebut dikarenakan pemilihan tiap bidang dalam 

organisasi tersebut ditentukan oleh kepala organisasi dengan kepercayaan kepala organisasi 

tersebut.  

Fairness berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai bidang Keuangan. 

Fairness berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai memiliki nilai P 0,008 dimana 

nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara Fairness berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Nilai 0.114 

menunjukkan nilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa Fairness memiliki hubungan positif 

signifikan. Maka hipotesis kelima diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Arifin, et al (2020) fairness berpengaruh 

positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan grand theory penelitian ini, yaitu 

agency theory, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. Dengan menerapkan fairness akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil 

sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.  Prinsip fairness pada 

suatu organisasi akan mampu memberikan dampak pada perbaikan kinerja organisasi dan 

untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan 
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memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan kinerja pegawai bidang 

keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, fairness berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Fairness dalam sektor pemerintahan ini mencakup perlakuan yang adil, setara, dan transparan 

terhadap individu-individu yang terlibar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana 

publik.  Pegawai yang merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil cenderung lebih 

termotivasi untuk bekerja dengan baik.  Mereka melihat bahwa upaya mereka diakui dan 

dihargai, sehingga mereka berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik.  

Keadilan dalam pemerintahan menciptakan lingkungan di mana pegawai merasa 

mereka memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Ini menciptakan 

dorongan untuk belajar, berinovasi, dan meningkatkan keterampilan mereka. Pegawai yang 

merasa diperlakukan dengan adil akan lebih cenderung menerima perubahan dan inisiatif baru 

yang diperkenalkan oleh pemerintah. Mereka juga akan lebih mungkin untuk memberikan 

dukungan aktif untuk upaya-upaya tersebut sehingga mereka dapat lebih fokus untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang dirancang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan, yaitu:  

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

transparansi dalam menjalankan pekerjaan atau tugas pegawai maka semakin tinggi 

kinerja pegawai bidang keuangan.  

2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

akuntabilitas dalam menjalankan pekerjaan atau tugas pegawai maka semakin tinggi 

kinerja pegawai bidang keuangan. 

3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa responsibilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat akuntabilitas dalam menjalankan pekerjaan atau tugas pegawai maka semakin 

tinggi kinerja pegawai bidang keuangan. 

4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemandirian berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi 
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tingkat kemandirian dalam menjalankan pekerjaan atau tugas tidak berpengaruh 

terhadap semakin tingginya kinerja pegawai bidang keuangan dikarenakan dalam 

menjalankan tugasnya pegawai bidang keuangan masih membutuhkan pihak lain, baik 

atasan atau bidang lain dalam Organisasi Perangkat Daerah tersebut. 

5. Hasil analisis data menunjukkan bahwa fairness berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

fairness dalam menjalankan pekerjaan atau tugas pegawai maka semakin tinggi kinerja 

pegawai bidang keuangan. 

Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam menjalankan tugasnya pegawai bidang keuangan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung masih membutuhkan bantuan pegawai bidang lain atau atasannya. 

2. Pegawai bidang keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih sering ditemukan 

tidak lengkap atau tidak berada di tempat pada saat jam kerja. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:   

1. Untuk OPD Kota Bandar Lampung agar lebih menguasai tugas sesuai jabatannya dan 

mengikuti pelatihan sesuai posisi dalam hal ini pegawai bidang keuangan agar dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dan tidak terpaku untuk melibatkan bidang lain. 

2. Menekankan regulasi presensi untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung untuk berada di tempat pada saat jam kerja dikarenakan maraknya 

pegawai yang bermain game atau media sosial (live streaming) pada saat kerja yang 

membuat anggapan warga negatif. 
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